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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat terselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban
atas pelaksanaan program, kegiatan dan pencapaian kinerja yang diamanatkan
kepada Biro Umum.Laporan Kinerja disusun sesuai berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja sebagai salah satu penilai kinerja dalam
rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih,bertanggung jawabdan upaya transparansi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Laporan Kinerja Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022
diharapkanmemberikan data dan informasi tentang pencapaian kinerja Tahun
2022 yang bermanfaaat untuk evaluasi sebagai tindakan korektif pada tahun
berikutnya.Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih
memiliki kekurangan dan kelemahan.Oleh sebab itu kritk dan saran sangat
diharapkan untuk penyempurnaan di masa akan datang.

Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala
upaya dan pengabdian kita menujuterwujudnyaSulawesi Tengah yang mandiri,
maju dan berdaya saing.Amin.

Palu, 2023
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BABI
PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mencapai tujuan
dan cita-cita tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terpercaya. Dengan demikian
penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertangggung jawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.Oleh karena itu setiap penyelenggaraan
pemerintahan melaporkan pelaksanaan tugas kewenangannya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah; bahwa setiap OPD sebagai entitas pelaporan dan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD maka diwajibkan untuk menyusun
laporan keuangandan laporan kinerja.

Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing
kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.Laporan Kinerja merupakan
pertanggungjawaban kepala OPD selaku pengguna anggaran kepada kepala
daerah dan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas
Pelaporan danatau Entitas Akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan Sistem Perencanaan,
Sistem Penganggaran, Sistem Perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi
Pemerintahan.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikankepadaatasan masing-
masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian kinerja yang
berkewenangan, melalui system akuntabilitas dan media pertanggungjawaban
yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Dilatar belakangi oleh
hal tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Tahun 2022.

Laporan Kinerja Bos Umam Sctdapros. Sutawest Tengah Takun 2022



1.4. Cascading Kinerja

MISI2: MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI, SUPERMASI HUKUM DAN PENEGAKKAN NILAI-NILAI KEMAMUSIAAN DAN HAM

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance and Clean Government)

Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi
|

Sasaran RPJMD : TerwujudnyaTata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)
Indikator Sasaran : Status LPPD

Tujuan RENSTRA : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)

Indikator Tujuan Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Sek

Iindikator Sasaran Indeks Reformasi Indikator Sasaran persentase Indikator Sasaran Persentase layanan administrasi keuangan
Birokrasi pencapaian dan Aset Setda
Indeks kepuasan standarisasi sarana persentase layanan administrasi dan | Indikator Sasaran Persentass pelaksanaan egiaan

masyarakat (IKM) prasatana aparatur keyumamanggaanpimpinan kainasan  dan  kerumantanggaan
Cubsrmwr, Waai  Gubernur  dan

Nilai Sakip pemda Persentase laporan Keuangan dan Aset St b
sekretariat daerah

RENSTRA

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator Program : Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik
Target : 100%

Laponan Rinenja Biro Umum Setdaprov. Sulawesi Tengak Tabun 022



Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah

Target: 100%

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, LAKIN, RENJA, RKT, SKM dan dokumen evaluasi SAKIP lainnya pada Biro Umum

Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah penyediaan gaji
dan tunjangan ASN
Setda Prov. Sulteng

Target : 1 Tahun

Target: 8 Dokumen

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase penyediaan jasa administrasi, pelayanan umum dan pelaporan keuangan perangkat daerah
Target: 100%

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan

Sub Kegiatan Pelaksanaan
Penatausahaandan
PengujianiVerifikasi

KeuanganSKPD
Indikator Sub Kegiatan :
Jumliah laporan
pelaksanaan penatausahan
dan pengujianverifikasi
Keuangan Sekretariat
Daerah
Target:2 Laporan

Sub Kegiatan Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN
Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah jasa ASN
pendukung pelaksanaan
kegiatan, Jumiah jasa
tenaga kontrak sebagai
supporting staff
pelaksanaantugas ASN
Target: 1 Tahun, 154 Orang

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator Sub Kegiatan :
Jumiah laporan keuangan
akhir tahun Biro Umum dan
Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah
Target : 2 Laporan

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
Indikator Sub Kegiatan
: Jumlah koordinasi
dan laporan akuntansi
Sekretariat Daerah
Target : 1 Laporan

Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Indikator Sub Kegiatan :
Jumiah laporan keuangan
bulanan/semesteran Biro
Umum dan Setdaprov.
Sulteng
Target : 14 Laporan

Laporan Zinerja oo Umum Setdapros. Sulawes: Tengak Takun 2022

Sub Kegiatan Penyusunan
Pelaporandan Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran
Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah laporan dan
analisis prognosis
realisasianggaran
Sekretariat Daerah
Target: 2 Laporan







